NGMOR: 0U26 /0/1991
TENTANG

PENGALIHAN SEKGLAH-PEHDIDIKAN GURU DAN SEKOLAH GURU OLAHRAGA

. MENJADI SEKGhAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN

MENTERI FENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

tL memper iuas daya tampung sekolah dan

meningkatkan mutu pendidikan nasional dipandang
118 Sekc:’l ah Pendidilkan Guru

uru Olahraga (SGO) menjad?

Menimbang

perlu mengalihkan
(SPG) dan 18 Sekolah G
Sekot&ﬁ‘hanjutan Tingkat Atas lain.

Mengingat . {. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1889.
ol Paratmr&n Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 44 Tahun 13874}

b. Nomor 15 Tahun
beberapa kali diubah terakhir dengah

. & —

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

8 Tahun 1991;
c. .Nomor 29 Tahun 1384 sebagaimana telah diubah

1984 sebagaimana telah

terakhir dengan Keputusan Presiden Republ ik

Indonesia Nomor © Tahun 1988 dan Keputusan

Prﬁsidan Republik indonesia Nomor | Tahun :

1991.

d. Nomor 226/M Tahun 1886
a. Nomor 64/M Tahun 13988. |

4. l’(ﬂpUtﬁlm Menter pendidikan dan‘i’ﬁ 1 ﬂ” i 1~;~ 2
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Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Amarrh '] r. -_

Menetapkan
Pertama

Kedua

Keempat

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini

. Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah : _;

Negara dengan surat Nomor B-545/1/91 Tanggal ! 2 18
Juni 1991 |

MEMUTUS K AN

Her:lga'l ihkan 119 btah SPG Negeri dan 18 buah SGO
Negeri menjadi 114 buah Sekolah Menengah Umum
Tingkagt Afasr(SHA), { buah Sekolah Menengah
Teknclegi Pertanian (Sr-:iT Pertanian), 18 buahie

Sekelah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), 1 )
buak Sekolah Menengah Kesejahteraan KeTuarga
(SMKK), 3 buah Sekolah Menengah Pekerjaan Sosijal

(SMPS), sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keput.usan 1ini. |

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk |
melaksanakan pengaiilhan sekolah yang berada di 51,:"

wilayahnya masing-masing sebagaimana dimaksud ?
%)

dalam diktum Pertama mulai tahun pelajaran
1991/1992.
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bagi masing-masing. Propinsi dibebankan pada mata
anggaran pendapatan dan belanja negara Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan yanc relevan.
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a. SMA Negeri ada 1.893 buah
b. SMEA-Neg?ri¢ada
c. SMPS ‘Negeri ada
d. SMKK- -Hemr-"i ada
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Ditetapkan di Jakarta . _
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MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA
A.,n.b,
Sekretaris Jenderal,
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Ingpektur JJenderal Bupartamn Pendidikan dan Kubuﬂwam,... o s

1, semua Direlctur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan mﬂ
Kebudayaan, o .

. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayamm
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

h.  vemua Sekretaris E}:Lr'elctpmt Jenderal, Inapekbdrat Jenderal, dan Badarn

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungnr:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

. aemua Direktorat, Bi.m, Puéat, Inspektur dan Perum dalam Lingkunpar
Lepartemen Pendidikan dan Kebudayaan,

. Nepala Kantor W1layaﬁ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Pronins i
setempat,

Subernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setemat,

Badan Administrasi l{e;::egawai_an Negara,

Badan Pemeriksa Keuangan, R
. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, 3
7. Kantor Perbendaharaan Negara setempat, £

Yang bersang;kutah untuk ‘dipergunakan. seperlunya. |

Salinan sesual dengan -aslinya ' - 8
“epala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan et
Perundang-undangan Pepartemen Pendidikan dan _ xR
Kebydayaan, | e
® ns .‘_F‘ :.__ '
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KEPUTUSA i\’m BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 34  TAHUN 2003
TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAI
BERSTATUS NEGERIL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG

BUPATI PANDEGLANG,

2y e

K"~-:- Menimbang -+ a. bahwa dalam rangka mensukseskan Wapb Belajar Pendidikan Dasar 9

' Tahun, perencanaan discktor Pendidikan dan meningkatkan kesempatan
memperoleh  Pendidikan  bagt  masyarakat  schingga ujuan
penyclenggaraan  Pendidikan  dapat mencapai hasil - optimai, maka
dipandang perlu ditetapkan Perubahan Nema Sckolah Menengal: Umum
(SMU), Sckolah Menengah "quxu in (SMK) dan Sckolah Lanjutan
Tingkat Pertama (SL1P) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten
Pandeglang;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan scbagnimana dimaksud
pada hurul “a”. di atas, peru ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Mengingal © 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeriniahan Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2600 tentang Pembentukan Propinsi
- Banten (Lembaran Nepara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Megica Nomor 01@);

e

3. Undang-undang Nowor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional  (Lembaran -Megara Taher 2093 Nomer 78, Tambahan
Lembaran Nepgara Nomwor 4301,

4. Peraturan Pemerintah Noror 29 Tahun 1990 tentang . Pendidikan
Menenpah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3413) schagaimana telah divban dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tehun 1998 (Lembaran Wegara Tahun
1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764); -

5. Peraturan Pemcrintalh Nomor 25 Tahun 2000 teatang Kewcenangan

':’cmcrinl.ah dan  Kewenangan  Propinsi sebagai Dacrabh Otonom

t.ﬂ]hl‘.h\!‘. epara Tahon 2000 Nomer 54, Tambahan Lembaran Negara
amor H}S*\\



Memperhatikan

Menetapkan

(Lembaran Negara Tabun 1999 Nomor 70);

7. Peraturan Dacrah Kabupaten Pandeglang Nomor 26 ‘Tahun 2001 tentang
Pembentukan  Organisasi  Dinas  Dacrah Kabupaten  Pandeglang
(Lembaran Dacrah Tahun 2001 Nomor 35 Seri D.9) scbagaimana telah
diubah denpan Peraturan Dacrali Kabupaten Pandeglang Nomor 10
Tahun 2003 (Lembaran Dacrah Talun 2003 Nomor 19 Sen D.16),

1. Surat Menteri Pendidikan Nasional Rl Nomor 060/U72002 tentang
Pedoman Pendirian Sckolah;

2. Keputusan 3upati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2002 wentang Tugas
Pokok dan ungsi Perangkat Dacrah Kabupaten Pandeglang,

il

Keputusan  Burad  Pandeglang Nomor 25 Tahun 2003  tentang
Pembentukan dan Penctapan Sctolah Baru (SMU dan SMK) Berstatus
Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang,

4. Hasil Pemetaan dan Inventansasi Peesckolahan Kabupaten Pandeglang
Tahun 2001 7 2002;

MEMUTUSKAN ;

KEPUTUSAN  BUPATI  PANDEGLANC  TENTANG  PERUBATAN

NAMA  SEKOLAH  MENENGAIT  BERSTATUS  NEGERI DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG.
BARB !

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksua gengan ;

I. Dacrah adalah Kabupaten Pandeglang;

2. Bupat adalah Bupati Pandeglang:

3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang:
of

Pendidikan Menengah merupakan fanjutan Pendidikan Dasar yang terdivi atas Pendidikan

Menengah Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan dengan bentuk Sekolah Menensah
Pertama (SMP), Sckolah Menengah Atas (SMA) dan Sckolah Menenpah Kejuruan (SMK)
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i

P

s visvan e 2o (lma puluh Yiga) Sckolah Lanjutan Tingkat Pertama Neperi (SLTPN)

menjadi Sckolah Menen

gah Pertama Neperi (SMPN

Kabupaten Pandeglang schagaiman tercantum dalam La

[

Perubahan nama 14 (empat belas) Sckolah Menengah

Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagaimana tereantus

Fal-hal yang belum cukup di
tersendiri.

BAB 11

) di Lingkungan Dinas Pendidikan
apiran | Keputusan ini:

berstatus Negeri dj lingkungan Dinas

n dalam Lampiran Keputusan ini,

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

atur dalam Keputusan ini, aki

casal 4

Segala biaya yang timbul akibat diwetapkannya Keputusa

Pendapatan dan Belanja Daera

Keputusan ini mulai berlaku P

Agar scetiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan &

penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten p

Drendangkan di Pandeglang
pada tanggal 9 Ol ober

TAIIIN 2003 NOMOR ti!

h Kabupaten Pandeelang.
I glang
Pasal 5

wda tanggal diundangskan.

//F-PH—?
UTATEN PAM YEGLANG.

v

n diatur kemudian dalam Keputusan

n i dibebankan kepada  Anggaran

cengundangan Keputusan ini dengan

andeglang,

Ditetapkan di Pandeglang
-hada tanggal 8 Oibober 2005
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